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PERATURAN 

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  06/PER/M.KUKM/VIII/2011 
TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan  

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perlu menyusun 
pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah; 

 
Mengingat :  1.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 

                     2.    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);   

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149); 
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 6.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang    
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

7.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan 
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan  
Informasi Publik; 

9.  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 
05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian  
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

 
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL 

DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.  

 
Pasal 1 

Menetapkan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini 
sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini. 
 

Pasal 2 
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan sebagai acuan dan wajib dilaksanakan 
oleh setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
dalam pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi publik, 
penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi. 

 
Pasal 3 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Negara 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 
 
                                                                             Ditetapkan di   Jakarta 
              pada tanggal  11 Agustus 2011 

              MENTERI NEGARA KOPERASI DAN  
       USAHA KECIL DAN MENENGAH 

       REPUBLIK INDONESIA, 
 

 
SJARIFUDDIN HASAN  
 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal  15 Agustus 2011 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
PATRIALIS AKBAR 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 498 
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